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WALIKOTA KENDARI 
PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

NOMOR 19 TAHUN 2019 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KENDARI, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) 
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 211 

tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah; 
b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan 

penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Kendari, maka 

jaminan biaya bongkor tidak dikenakan kepada 
penyelenggara reklame karena jatuh tempo akan di bongkar 
sendiri oleh penyelenggaranya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan 

atas Peraturan W alikota Nomor 26 Tahun 2017 ten tang 
Perhitungan Nilai Sewa Reklame; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3602); 



2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

ten tang 

Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Daerah Kata Kendari Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kata Kendari 

Tahun 2011 Nomor 2, sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kata Kendari Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kata 

Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kata Kendari Tahun 2014 Nomor 3); 

7. Peraturan Daerah Kata Kendari Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata 

Kendari (Lembaran Daerah Kata Kendari Tahun 2016 

Nomor 5); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG 
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME. 

Pasal I 

Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 ten tang Perhitungan Nilai Sewa 

Reklame (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 26) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Kendari 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan daerah Kota Kendari 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 

4. Perangkat Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan 

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang 
berlaku. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
kemakmuran rakyat. 

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas, Perseoran Komonditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, 
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga 

Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha lainnya. 
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 



9. Reklarne adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, 

susunan dan corak ragarnnya untuk tujuan komersial, dipergunakan 

untuk memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan atau untuk 

menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan 

yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan/atau dinikmati oleh umum. 

10. Reklarne Megatron adalah reklarne yang bersifat tetap (tidak dapat 

dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa garnbar 

dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprograrn dan menggunakan 

tenaga listrik. Termasuk didalarnnya Videotron dan Elektronic Display. 

11. Reklarne Papan atau Billboard adalah reklarne yang bersifat tetap (tidak 

dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, 

vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok, beton, logarn atau bahan 

lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) 

digantung, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, 

tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 

12. Reklame Berjalan adalah reklarne yang ditempatkan pada kendaraan atau 

benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan 

kendaraan atau dengan cara dibawa, didorong atau ditarik oleh orang. 

Termasuk didalarnnya reklarne pada gerobak / rombong, kendaraan baik 

bermotor ataupun tidak. 
13. Reklarne Baliho adalah reklarne yang terbuat dari papan kayu atau bahan 

lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan 

materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat 

insidentil. 
14. Reklarne Kain adalah reklarne yang tujuan materinya jangka peadek atau 

mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan 

menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. 

Termasuk di dalarnnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain 

(rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing 

banner. 
15. Reklarne Selebaran adalah reklarne yang berbentuk lembaran lepas, 

diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta 

dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan/dilekatkan, dipasang, 

digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalarnnya adalah brosur, 

leafleat, dan reklarne dalarn undangan. 



16. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran 

lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau 

digantung pada suatu benda. 
17. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan­ 

bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau 

dipancarkan. 
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan 

menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 

19. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan 

di permukaan air atau di atas permukaan air. 

20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang 

ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat. 

21. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 

memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 

22. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan 

luas bidang 8 m2 (delapan meter persegi) kebawah yang diselenggarakan di 

persil atau reklame berjalan. 
23. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan 

luas bidang lebih dari 8 m2 (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di 

lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang 

diselenggarakan di lokasi bukan persil. 
24. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame 

selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung 

dan reklame suara. 
25. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar 

perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. 
26. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/ 

biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang 

dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame yang diperoleh 

berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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27. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang 

ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan 

pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif. 

28. dihapus. 
29. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan 

komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 
30. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh 

konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, 

persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu 

arah yang dinyatakan dalam skor. 
31. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang 

paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame 

tersebut berdiri. 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Nama Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang harus melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi. 

(2) Nama Pengenal Profesi atau Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mencantumkan suatu produk komersial 

(3) Nama Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang melekat pada bangunan 

tempat profesi atau usaha pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak 

melebihi 2 M2 

(4) Nama Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang melekat pada bangunan 

tempat profesi atau usaha pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya 

melebihi 2 M2 dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan obyek pajak 

reklame dan mengandung nilai komersial. 

3. Ketentuan Pasal 10 dihapus 



Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Kendari. 

Kendari 
8 - 4, 2019 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal B r-: 4 _ 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI 

NAHWAUMAR 

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 1'3 
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